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A. Sejarah Singkat Pengadilan TALU
Pengadilan Agama Talu didirikan berdasarkan Keputusan Menteri
Agama Rl Nomor 58 Tahun 1957, yang tanggal 13 November 1957, dengan

namagawal™MahKkafe ari'ah / Pengadilan Agama Talu, yang memperoleh

yurisdiksi yang iputi seba kecamatan. Namun, pada tahap

al Dberdirinya, Pengadilan Agama Talu mengalami kendala dalam

elaksanakan tugasnya karena belum me
T tu —y
bawa pengawasan da a a
persi Majeli akimnya-ha
Bukittinggiy/ang,pada saat itu dikenal"®aga#®Stoutan sidang keliling.

Pada tanggahs 7 I uus A,Ru‘ratkpeun!a@mg Agama Nomor 58

Tahun 1957 menetapkangPengadilan Agama Talu sebagai lembaga mandiri

liki pegawai. Oleh karena itu, untuk

harus berada di
ar Bukittinggi. Saat ada
kKan—-dari~Ma

kamah Syari‘ah

menjalankan fung

dengan tugas dan wewenang e mengadili, dan menye€lesaikan

perkara dalam wilayah hukumnya yang edudukan di Ta Dengan
penetapan tersebut, Pengadilan Agama Talu resmi berdiri sebagai lembaga
peradilan agama yang independen dan mampu melaksanakan tugasnya secara
mandiri tanpa lagi harus bergantung pada Mahkamah Syari'ah Bukittinggi.

Penetapan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk Pengadilan Agama



Talu dalam menyelenggarakan sistem peradilan agama di wilayahnya dan

memberikan akses




keadilan bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai perkara yang berkaitan

dengan hukum agama.

Pengadilan Agama Talu merupakan salah satu Pengadilan Tingkat
Pertama yang tergolong dalam kelompok Pengadilan Agama Kelas I1. Wilayah
hukum Pengadilan Agama Talu meliputi Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri

dari 11 kecamatan. Awalnya, wilayah hukum tersebut juga mencakup 1 (satu)

kecamatan di Kabupatem=Rasaman, yaitu Kecamatan Duo Koto. Namun, dengan

akukannya Peraturan™Mahkamah g Republik Indonesia Nomor 7

ahun 2015, penyesuaian dilakukan terkait wilayah hukum Pengadilan Agama

u. Sejalan dengan peraturan_tersebut,| tambahan_1_(satu) kecamatan di

paten Pasaman, i 4 rmasuk dalam
w e hukum Pengad 3 ﬁia penyesuaian
yang n herdasarkan—Kkebijakan dan_pedeman—yang-ditetapkan oleh
MahkamaRiAgung Republik Indonesia®&@®®€ngan demikian, wilayah hukum

.
KARAWANG. ... v

Barat, sementara Kecamata 0 Koto tidak lagi menjadi bagian dari wilayah

Pengadilan Aga

hukum tersebut. Perubahan bert

tuk memastikan bahwagWilayah
hukum Pengadilan Agama Talu sesua agan ketentuan™yang berldku dan

mempermudah penyelesaian perkara di lingkup kecamatan yang ditetapkan.

Pada awal berdirinya, kantor Pengadilan Agama Talu mengalami
mobilitas dengan berpindah-pindah lokasi dan menggunakan kontrakan rumah
penduduk. Namun, pada tahun 1978, berkat dana Repelita Pembangunan,

Pengadilan Agama Talu dapat membangun Balai Sidang di atas tanah Negara



seluas 722 M2 dengan luas bangunan 150 M2. Lokasi balai sidang tersebut
berada di Jalan Wirataman No. 5 Talu. Dalam perkembangannya, pada tahun
1997, kantor ini mengalami ekspansi dengan memperluas bangunan
menggunakan dana swadana seluas 48 M2, dan pada tahun 1998, ekspansi
berlanjut dengan bantuan dana dari pemerintah pusat untuk membangun sebuah

bangunan baru seluas 150 M2. Setelah terjadi pemekaran Kabupaten Pasaman

menjadi 2.(d abupaten, yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman

Ddldl alll

dang Nem un 2003, Pimpinan Pengadilan

Jama, saat itu dijabat oleh Drs. MarwafT AM dan dilanjutkan oleh Drs. Jasrizal

, berinisiatif untuk mencari tanah bu di pusat pemerintahan, yaitu di

pang Empat, denga ih representatif.

ahun 2005, upaya ngadilan Agama

dapatkan izin upa asa rat untuk mendirikan

bangunanigeding kantor di ata "Qt\ siﬁ fas 2.304 M2 di Simpang
CHARAWANG: -

Agama Talu untuk lebih memadai dan melayani

Empat. Kep
sarana pelayanan Pe

masyarakat dengan lebih ba

Pada tahun 2005 dan 2006, dilaktukan,pembangunan“Kantor Pefgadilan
Agama Talu di Simpang Empat dalam dua tahap. Proses pembangunan ini
didanai olen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2005 dan 2006,
dengan total dana sebesar Rp.1.470.911.000,- (satu miliar empat ratus tujuh

puluh juta sembilan ratus sebelas rupiah). Bangunan kantor tersebut memiliki

luas bangunan 780 M2 dan terdiri dari 2 lantai. Pembangunan gedung



Pengadilan Agama Talu di Simpang Empat selesai pada tahun 2006 dan
diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. DR. H.
Bagir Manan, SH. MCL pada tanggal 10 Oktober 2006. Setelah itu, pada tanggal
15 Januari 2007, secara resmi Pengadilan Agama Talu pindah dari Talu ke
Simpang Empat, yang merupakan ibu kota Kabupaten Pasaman Barat. Alamat
kantor baru tersebut adalah JI. Jati 1l Pasaman Baru, Simpang Empat Pasaman

Barat, denganghemor telepon (0753) 7464022. Jarak antara gedung kantor lama

dénganggeding Kantor=haru adalah- seki ilometer.?? Dengan pemindahan

, Pengadilan Agama Talu memperolelrfasititas dan lokasi yang lebih strategis

pusat pemerintahan Kabupaten Pa an Barat, yang memungkinkan

ﬁt

anan hukum kepad bih efektif dan

€ \
B. Kronologi Kas %

Adanyatpemberian hibah beruf®&eeBTdang tanah perumahan oleh ibu
A B 1
kandung kepadaisala ANk Yo y WANJGU Jorong Padang

.938 m2, menjadi sebuah permasalahan/ yang

Tujuh, dengan luas Kurang

muncul akibat perubahan perifaku,anak ebut terhadap ibunya. Awalaya,/anak

tersebut sangat menghormati ibunya, n_beberapa waktu lalu apnya
berubah drastis menjadi kasar dan menyakiti hati ibunya. Sejak tahun 2018,
ibunya sudah tidak lagi diperlakukan dengan baik dan bahkan dibawa oleh anak
laki-lakinya. Perilaku tidak menghargai dan menyakitkan tersebut, meskipun

sering kali dinasehati, menunjukkan bahwa anak tersebut tidak lagi peduli dan
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merawat ibunya yang kini telah berusia lanjut. Oleh karena itu, sang ibu ingin
mencabut atau menarik kembali harta yang pernah dihibahkan kepada anaknya
tersebut. Tujuan dari penarikan kembali hibah ini adalah untuk mencegah
terjadinya perselisinan yang panjang di antara anak-anaknya kelak, sehingga

hubungan kekeluargaan yang harmonis dapat terjaga.

Namun, dalam proses penarikan hibah ini, dapat menjadi suatu

permasalahan hukum™yang memerlukan pengajuan gugatan materi pokok
Kan hibah ke pengaditan, agar da diperoleh keputusan hukum yang

engatur kembali kepemilikan atas tanah perumahan tersebut. Melalui jalur

| hak dan_kewajiban para pihak serta

gadilan, hakim akan mempertimbangkar

-alasan yang me i i E@ tujuan untuk
me ce ai keputusan ya i an hukum atas
tana ihibahkan gan-begi arapkan-perselisihan-dapat dihindari
dan keda am keluarga dapat diJtsean.

KARAWANG

pat tanggal lahir, Jambu Baru, 31 Desember

C. Identitas

Penggugat (Sya
1942 (umur 77 tahun), agama Jents min_perempuan, pekerjaan Ibu
rumah tangga, tempat kediaman di Jambu Be prong Padang Jdwjih Nagari

Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi

Sumatera Barat.

Tergugat (Nurisam), umur 62 tahun, agama Islam, jenis kelamin

perempuan, pekerjaan lbu rumah tangga, tempat kediaman di Jambu Baru



Jorong Padang Tujuh Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten

Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

D. Amar Putusan

MENGADILI
Dalam Eksepsi

peksepsi Tergugat ditolak.

W

ntuk sebagian.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan pengguga

. Menyatakan s
hjambu baru,
pasaman, kabu

2 3KﬂRﬁWANG““" e deem

tukur dari garis batas bagian belakang (sebelah barat)

ang terletak di

ing, kecamatan

ya lebih kurang 1.938

(2) di ata

ke atas bagia pan elah timur) adalah harta hibah yang/harus

dikembalikan tergugat kepada penge
4. Menyatakan surat hibah pengguga erguga anggal 17
februari 2003, sepanjang dimaknai luas tanah hibahnya lebih dari 1/3
(sepertiga)bagian atau luasnya melebihi 646 meter persegi, tidak
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kembali kepada pengguat

tanah yang dihibahkan pengguat kepada tergugat seluas 2/3.



6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kembali kepada penggugat
tanah yang dihibhkan penggugat kepada tergugat seluas 2/3 bagian
sebagaimana yang dimaksud dalam dictum (3) apabila harta
sebagaimana yang dimaksud dictum(2) tidak dapat di bagi secara
natura, maka dilakukan penjualan umum melalui kantor lelang negara
dan uang hasil penjualannya diberikan kepada penggugat dan tergugat

an bagian masing-masing.

*bayar biaya perkara sejumlah
Rp.971.000.00 (sembilan ratustujuh puluh ribu rupiah).







